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e sebagai bencana non-alam yang berupa wabah penyakit,
Sl sehingga dilakukan upaya penanggulangannya yang
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Divisi Pembinaan Etika penatalaksanaan pelayanan pasien penderita COVID-19
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o et penatalaksanaan pelayanan pasien penderita COVID-19
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kepada pasien tetap mengedepankan prinsip

Sekretaris:
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Divisi Kemahkamahan tenaga medis

;L""ER, Dr. Reggy L. Lefrandt, c. Bahwa untuk menekan dan mengurangi penyebaran
Sp.JP(K) COVID-19 tersebut telah ditetapkan pembatasan sosial
Wakil Ketua: -

DR. Dr. Yuli Budiningsih, Sp.F (K) salah satunya dengan melakukan konsultasi dokter tanpa
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konsultasi daring.
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_g:r;?:: T R kemscqyaan, risiko, dan baﬁasan etika.JEKI. 2019;3(1):1-
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g;KSPumardoko'l'jokmdngdo, SpM, berwenang membu_at Fatwa g
Brigien TN (Pun) Dr. Dioko Riadi, g. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maijelis
R Kehormatan Etik Kedokteran perlu menetapkan fatwa
e layanan telemedis dan konsultasi daring khususnya di
hgﬂ;:;g*ﬁ;&_ﬁng;gm;fgf;ﬁ- e masa pandemi COVID-19.
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i o) Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19

[D}:- g:;gx:aﬂ;iﬁ- SpA(K) tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun
) ; 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang Undangan
7. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1996 tentang Waijib
Simpan Rahasia Kedokteran
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MEMUTUSKAN

Fatwa layanan telemedis dan konsultasi daring di Indonesia

di masa pandemi COVID-19 sebagaimana termaktub dalam

lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat
Keputusan MKEK ini.

KEDUA

MKEK IDI Pusat, MKEK DI Wilayah, MKEK IDI Cabang, dan

Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis agar mengawal
penerapan keputusan ini sebaik-baiknya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sesuai keperluannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2020

Ketua,

T

AT

Dr. Broto Wasisto, DTM&H,

Sekretaris,

NPA IDI : 9.480

NPA IDI : 45.563
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Layanan telemedis dan praktik daring memiliki keterbatasan dibandingkan praktik
kedokteran tatap muka, di antaranya adalah tidak dapat dilakukan perasat
pemeriksaan fisis yang merupakan bagian sangat penting untuk menegakkan
diagnosis. Namun demikian, MKEK memandang bahwa telemedis dan praktik
daring memberikan lebih banyak manfaat pada saat situasi pandemi COVID-19,
ketika semua upaya menurunkan risiko penularan penyakit, mempunyai nilai tinggi
ditinjau dari sudut pandang etika kedokteran. Oleh karena itu, MKEK mendorong
segenap fasilitas layanan kesehatan, perhimpunan, dan pribadi-pribadi dokter
untuk menggunakan fasilitas layanan telemedis dan pelayanan kedokteran daring
selama masa pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan aspek hukum,
etika profesi kedokteran, dan etika komunikasi di era teknologi informasi dengan
sebaik-baiknya. Kajian penggunaan telemedis dan pelayanan kedokteran daring
dapat ditinjau kembali pasca-pandemi COVID-18 berakhir.

Mengapresiasi perkembangan layanan telemedis dan praktik daring di Indonesia,
dengan tetap menghimbau seluruh pengembang layanan tersebut untuk
memperhatikan aspek etika profesi kedokteran dengan bak dan
merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membentuk komite medik yang terdini atas dokter profesional dalam organisasi
pengembang layanan yang independen dan diberikan wewenang melakukan
kredensial, penegakan etik dan disiplin, audit medik, dan program
pengendalian mutu sesuai dengan tatakelola klinik dan korporat yang baik dan
benar.

Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat pelatihan berkala kepada
dokter yang tergabung untuk mengantisipasi keterbatasan layanan daring
dibandingkan dengan layanan praktek kedokteran pada umumnya,
meningkatkan mutu layanan, serta mengingatkan untuk tetap memperhatikan
aspek hukum dan etika terkait.

Menyediakan peraga edukasi tanda bahaya dari setiap gejala yang dikeluhkan
pasien, yang dapat diberikan kepada pasien saat atau setelah praktik daring
berakhir untuk mencegah keterlambatan menangkap kondisi yang berpotensi
jatuh pada kegawatan medis.

Merekam seluruh percakapan dan video maupun bentuk data elektronik
lainnya dari interaksi medis serta seluruh proses mata rantainya secara
keseluruhan. Seluruh rekaman harus diperlakukan sebagai rekam medik dan
diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Membuat perjanjian mengikat, dengan merekomendasikan dilakukannya
angkat sumpah jabatan bagi seluruh pimpinan dan pegawai terkait agar disiplin
dalam menjaga kerahasiaan medis yang ada dalam rekaman seluruh proses,
f. Membuat syarat dan ketentuan terhadap pengguna layanan baik pasien
maupun dokter yang sesuai dengan seluruh ketentuan hukum dan
perundangan yang beriaku.

Memastikan agar semua pihak mematuhi seluruh ketentuan hukum dan
perundangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner



MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN

Dr. Soetedjo, Sp.S
DR. Dr. Wawang Sukarya, Sp.OG{K),
MARS, MHKes

Prof. DR. Dr. Reggy L. Lefrandt,
Sp.JP(K)

Wakil Ketua:

DR. Dr. Yuli Budiningsih, Sp.F (K)
Sekretaris:

Dr. Putu Melati Suci Kusuma, Sp.F

Divisi Fatwa Etika Kedokteran
Ketua:

Daring:
Dr. Nurfanida Librianty, Sp.P, FAPSR

Anggota:

Dr. Hadjat S. Digdowirogo, SpA
Dr. Gentur Sujatmiko, SpBP(K)
Dr. Sumardoko Tjokrodigdo, SpM,

SpKP

Brigjen TNI (Pum) Dr. Djoko Riadi,
SpBS(K)

DR. Dr. Ibrahim, SH, MSc, MKn,
MPdKed

Dr. Bambang Subagyo, SpPD, SE, MM
DR. Dr. M Rizal Chaidir, SpOT(K),
M.Kes, MH Kes

Dr. Azharul Yusr, SpOG

Dr. Elfi Yennie, MARS

Dr. Fatchur Rochman, Sp.KFR

Dr. Elly Santosa, SpPK

Dr. Bahtiar Husain, SpP

Dr. Djoko Widyarto JS, DHM, MH.Kes
Dr. Hari Paraton, SpOG(K)

Dr. Tenar Zulkamaen, SpPD

Dr. Prihardadi Turidho, SpOT

Dr. Wahyu Widodo, SpOT(K)

Dr. Darmawan Budi S, SpA(K)

Dr. Rita Polana, SpM

(MKEK) PUSAT
IKATAN DOKTER INDONESIA

JI. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29 Jakarta 10350 Telp 021-3150679 — 3900277, Fax : 3900473
Email : admin@mkekidi.id
Website : www.mkekidi.id

Lampiran SK MKEK

Nomor : 017/PB/K. MKEK/05/2020
Tanggal : 5 Mei 2020

Halaman 12

3. Pengembang layanan telemedis dan praktik daring, organisasi profesi dan fasilitas
layanan kesehatan yang bekerjasama, serta dokter yang terlibat di dalamnya
diperbolehkan menarik jasa praktik dan mengatur sistem bagi hasil dengan
besaran yang wajar dan adil, baik melalui sistem kapitasi, remunerasi, maupun
fee-for-service.

4. Layanan telemedis dan praktik daring yang diprakarsai fasilitas layanan kesehatan
dipandang merupakan pilihan yang lebih aman dan terkendali. Apabila layanan
telemedis dan praktik daring diprakarsai fasilitas layanan kesehatan yang
digunakan oleh kelompok populasi pasien yang sudah permnah berobat ke fasilitas
layanan kesehatan tersebut, maka kami merekomendasikan sebagai berikut:

a.

Layanan telemedis dimanfaatkan sebagai penyaring awal penilaian klinis
pasien yang biasa berobat ke fasilitas layanan kesehatan apakah memeriukan
pertemuan dan tindakan lebih lanjut atau dapat cukup diselesaikan
kebutuhannya secara daring.

Terdapat dokter jaga/siaga di fasilitas layanan kesehatan yang mampu
menghubungkan pasien yang pemah berobat ke dokter penanggung jawab
pasien (DPJP) atau dokter lain di fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Peran dokter yang bersiaga di fasilitas layanan kesehatan tersebut adalah
memberikan informasi kepada pasien dan dokter, yang dipraktikkan dengan
membuka data rekam medik dan hasil-hasil pemernksaan penunjang pasien,
serta mencatat simpulan praktik daring di rekam medik pasien sebagaimana
yang terdapat di fasilitas layanan kesehatan.

Terhadap pasien yang belum pernah berobat ke fasilitas layanan kesehatan
tersebut, dokter yang berpraktik daring harus lebih wawas diri dan berhati-hati
sesuai arahan dalam fatwa ini.

Komite medik yang didirikan pengembang layanan telemedis dan praktik daring di

Indonesia harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

Memastikan status tanda registrasi setiap dokter yang tergabung masih aktif.
Melakukan kredensial dan pengaturan kewenangan klinis setiap dokter dengan
baik.

Membuat dan mengerjakan program kendali mutu dengan baik.

Melakukan audit medik berkala, khususnya pada setiap kasus yang terdapat
komplain dan yang meresepkan obat dengan kategori lingkaran merah.

Aktif mengadvokasi kepentingan etik dan medik kepada pimpinan
pengembang layanan dan pimpinan fasilitas layanan kesehatan bila telemedis
diprakarsai fasilitas layanan kesehatan.

Setiap dokter yang memanfaatkan layanan telemedis dan praktik daring harus

selalu:

Menyadari keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam telemedis dan praktik
daring.
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b. Proaktif meningkatkan wawasan, kompetensi, dan keahliannya dalam
penerapan telemedis dan praktik daring, dengan mempertimbangkan bahwa
hal tersebut belum diajarkan dalam kurikulum pendidikan kedokteran
Indonesia.

¢. Tanggap saat mencurigai bahwa kasus yang sedang dikeluhkan melalui daring
mengarah ke kondisi gawat darurat yang berpotensi menyebabkan
kematian/kecacatan, dan segera meminta pasien ke unit gawat darurat/fasilitas
layanan kesehatan.

d. Mempertimbangkan diagnosis banding yang berpotensi mengarah ke kondisi
gawat sehingga aktif mengedukasi tanda bahaya yang terkait keluhan pasien,
meminta pasien wawas diri atas perkembangan penyakitnya, serta meminta
pasien berobat tatap muka dengan dokter apabila sakitnya berlanjut.

e. Menyimpulkan diagnosis dan tatalaksana berdasarkan clinical judgement
(penilaian/keyakinan klinis). Apabila dokter mengalami keraguan dan atau
merasa kurang kompetensinya untuk mencapai penilaian/keyakinan klinis,
maka dokter harus merujuk kepada dokter lainnya yang lebih ahli atau
merekomendasikan pertemuan tatap muka.

7. Apabila pasien berkomunikasi daring untuk kepentingan opini pembanding dari
opini dokter sebelumnya (second opinion), baik tatap muka maupun daring, maka
dokter yang terlibat dalam praktik daring harus menyadari bahwa ia tidak memiliki
data serupa dengan dokter yang menanganinya secara tatap muka dan atau
daring. Oleh karena itu dokter harus berhati-hati menyimpulkan dan dilarang
mendiskreditkan dokter sebelumnya.

8. Apabila layanan telemedis dan praktik daring memiliki fitur memberikan dan
mengirimkan resep serta obat, maka hal-hal yang wajib diperhatikan adalah
sebagai berikut:

a. Layanan harus bekerjasama dengan profesi farmasi dan memastikan asuhan
farmasi berjalan sesuai standar kefarmasian.

b. Obat yang diresepkan baik golongan over-the-counter (lingkaran hijau),
lingkaran biru, maupun lingkaran merah harus dipastikan benar-benar sesuai
indikasi medis pemberiannya.

c. Pengiriman obat harus dipastikan tersegel rapih tanpa dapat dilihat nama atau
ciri kemasan obat di dalamnya oleh kurir pengantar dan orang lain, serta
dipastikan hanya diterima langsung oleh diri pasien sendiri.
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